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PERATURAN GUBZRNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 138 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI PENGUJIAN MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

babwa unluk melaksanakan ketontuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor

10 Tahun 2008 tentang Organisas! Perangkat Daerah dan Pasal 93
Peraturan Gubemur Nomar 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, poriu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan
Pengolahan Hasil Perikanan;
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Undang-Undang Nomor £ Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1290 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor * Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraluran
Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;



10. Undang-Undanz Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daersh Khuses Ibukota Jakarla sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indoncsia;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

12. Peraturan Pemanntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomar 32 Tahun 2008;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinera Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemenniah Nomor 38 Tzhun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemenntahan =ntara Pemerintah, Pemearintahan Daerah Provins: dan
Pemerintahan Dzaerah Kabupaten/Kota:

15. Peraturan Pemarintah Namor 32 Tahun 2007 tenlang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah:

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20086 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Mentzri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Menten Dolam Negen Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisas: Perangkat
Daerah,

20. Peraturan Gubemur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kelautan dan Partanian;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBESNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI PENGUJAN MUTU DAN PENGOLAHAN HASIL

PERIKANAN,
BAS |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



10.

11.

Gubemur adalah Kepala Dacrah Provinsi Daerah Khusus ibuknta Jakara.

Sekretanat Dacersh adalah Sekeetariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
fhukota Jakarta

Inspektoral adaiah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Daerah Khusus |bukola Jakaria

Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organvsasi dan Tataiaksana
Sekretanat Daerah.

Dinas Kelautan dan Peranian adalah Dinas Kelautan dan Peranian
Provinsi Daerah Khusus |bukota Jakarla

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Peranian Provinsi
Daerah Khusus Ibukotn Jakarta

Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan yang selanjutnya
disebut Balai adalah Balai Pengujizn Mutu dan Pengolahan Hasil Penkanan
Dinas Kelautan dan Pertanian.
Kepala Balal adalah Kepala Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil
Perikanan.
BAE i
PEMBENTLUKAN

Pasal £

Dengan peraturan ini dibenluk Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil

Penkanan,

(1)

(2)

(1)

BAB Il
KEDUDLIKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

Balai merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perlanian

dalam pelaksanaan pangujian mutu dan pelaksanaan sistem jaminan
miutu dan keamanan hasil perkanan

Balai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan beranggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan
keamanan hasil perikanan.



(2) Untuk menye akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Balai mempunyal funaosi
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nyusunan Rencana Kera dan Anggaran {(RKA) dan DCokumen
g;laksdnaan Anggaran (DPA) Balai,

_ pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan An?garan (DPA) Balai,

laksanaan nengujian dan pengendal
mmanan pangan hasil penkanan,
usunan standardisasi pengujian mutu hasil perikanan;
1sm1aa1 pembenan informasi dalam bidang standardisasi mutu dan
knmrmn panmn hasil perikanan,
g;“ pemelih:lra:an perawatan dan kalibrasi peralalan pengujian
ratorium <an pengolahan hasil perikanan;
pengambilan contoh terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan
tambahan, produk akhir, kemasan serta pengecekan kelayakan peralatan
}'dm,Ldmunaknn dalam proses pangujian dan pengolahan,
pelaksanaan pengujian laboratoris secara organcleptik, kimia, fisikka
dan mikrobicioai terhadap bahan baku, bahan pembaniu, produk akhir,
kemasan serta pengecekan kelayakan Eeraiatan yang digunakan;
pelaksanaan pengujian terhadap produk impor hasil perikanan;
pelaksanaan pelayanan pelatihan dan pembinaan pengujian mulu dan
pengolahan hasil perikanan;

an standardimsl mutu serta

. pelaksanaan sistem jaminan mutu hasil perikanan;

penerbitan serifikat mutu hasi perikanan:

. pengavasan persyaralan jaminan mulu dan keamanan hasil penkana-n

pada proses produksi, pengolahan dan distribusi,

pelalmanam P sstem mutu dan keamanan hasil penkanan;
:Eul internal sistem mutu laboratorium;

. pc:l:;&f-anaan surveilance dan monitoring pada kegiatan proses produksi,

pengolahan dan distribusi;

I gem naan ngawnsan penerapan Hazard Analysis Critical Control

unt (HACCP?) pada proses produksi, pengolahan dan distribusi,
Eelaksanaan penilaian dan pengawasan penerapan Good Handlin

ractices bHDF‘} Standard Sanitasi Operating Prosedure (SSOP
dan Good Disiribution Practice (GDP) kegiatan perikanan,

. pelaksanaan penilaian dan pengawasan persyaratan dasar (pre rcrlmﬂ
pengolahan

program), Geod Manufacturi ractice (GMP) pada unit
dan Good Laboratory F'mrttém';g{g

peiaksanaan nsoeksi padia unt pm-'*l..t ot ‘pengolahan dan manaemennya
termasuk sisiem produksi. dokumen, pengujian produk, asal dan
tujuan, input can output dalam rangka melakukan verilikas:.

. pelaksanaan verifikasi dan vaiidas: aplikasi metode prosedur, testing

dan evaluas: alat dan penerapan Hazard Analysis Critical Control
Paoint (HACCP);

. pelaksanaan publikasi keglatan Balai;

. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan baran?

. pelaksanaan kogiatan kerumahtanggann dan ketatausahaan;

. penyiapan bahan laporan Dinas Kelaulan dan Pertanian yang terkail

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai, dan

Eulapuraﬁ dan perangqungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Al

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesalu

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Balai terdiri dan

sanow

Kepala Balai |

Subbagian Tata Usaha;

Seksi Pengujan,

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sistem Mutu; dan
Subkelompok Jabatan Fungsional,
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Ke

Bagan susunan (-ganisasi Pslal sshagaimana lercantum dalam Lampean |
Peraturan Gubemur ini.
Bagian Kedua
Kepala Bala
Pasal 6

pala Balai mempunyai tugas .

. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok

Jabatan Fungsional;

melaksanakan koordinasi dan kerjs sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerzh (SKPD), Unit Kerja Perangkat Dzerah (UKPD) dan/atau Instansi
Pemerintah/Swasiz lerkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Balai; dan

. melaporkan dan memportancaungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi

Balai.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kena Staf dalam pelaksanaan

administras) Balai.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang

(3)

berkedudukan ¢ bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun Rancana Kena dan Anggaran (RKA)} dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai s=suai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai

dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai;

d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana
strategis Bala:;

. melaksanakan moniloring, pengencaiian dan evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Baiai;
mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan Balai;

. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeloran,
pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Balai,

. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang,
melaksanakan keoiatan kelatsusahasn seperti sural menyurat dan
kearsipan Balx,

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

keria Balai;
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(3)

. memelihara kabersihan, keindahan, keamanan dan keteriban kanlor,

melaksanakan publikasi kegiatan Balar,

melakukan perawatan terhadap peralatan/instrumen yang digunakan

untuk pengujiin secara borkala,

. melakukan parbalkan terhadap peralatan/instrumen pengujian yang

nisak,

. menginventansas: semua peralalan/instrumen yang digunakan untuk

pengujan,

- melaksanakan pengelolaan teknologi inlormasi Balai,
. m=laksanakan pengadaan peralatanfinstrumen dan bahan laboratonum

pengujan;
menenma pennohonan pengambidan contoh yang diajukan oleh pengguna
jasa untuk kemudian diteruskan kepada petugas pengambilan contoh;

. menerima contoh yang telah diambil oleh pelugas pengambilan

contoh/pengawas mutu diberi kode contoh, kemudian diserahkan
kepada laboratorium pengujian Scksl Pengujian,
melakukan verifikasi hasil vl yang dikeluarkan oleh laboratorium

pengujian dan kelengkapan administrasinya sebelum diterbitkan
sertifikat mulu.

. maelakukan verifikasi hasil inspcksi pengawas mwtu dan kelengkapan

administrasinya sebelum diterbitkan sertifikat mutu;

. menguius kesclamatan kerja dan kesehstan analis dan petugas

pengambil cortoh;

. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinera, kegiatan

dan akuntabililas Bala,

menyiapkan bahan laporan Balai yang terkait dengan tugas Subbagian
Tala Usaha; dan

melaporkan  dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas
Subbagian Tata Usaha

Bagian Keempat

Seksi Pannujian

Pasal B

Seksi Penqujian merupakan Satuan Kerja Lini Balai dalam pelaksanaan
pengujian mulu hasil perikanan,

Seks Pengupan cioimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Balai.

Seks Penqujian mempunya! fugas:

a

. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balal sesuai dengan lingkup tugasnya,

. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai

dengan lingkup tugasnya;
menyusun standar dan prosedur pelayanan pengujian:

. mangawasi pelaksanaan pengujian laboraloris uji organolaptik, kimia,

fisika dan mikrobiologi terhadap hasil perikanan dalam rangka sertifikasi
yang dilaksanakan oleh analis;

. mengawasi pelaksanaan laporan hasil pengujan laberatons uj

organolaptik, b'rma_ fiska dan mikrobiologi terhadap hasil pernkanan
dalam rangka sentifikas: ynng dilaksanakan oleh penyelia;



m

(2}

(3}

f. melaksanakan pemantauan anlibiolik lerhadap basil perikanan dalam
rangka sertihikas
melaksanakan penilaian terhadap meatode pengupan, personal, alat/
instrumen dan pencatatan hasi pengujan,

. malaksanakan pemantauan terhadap cemaran berbahaya;
meaembuat perencanaan kebutuhan kalbrasi peralatan laboratonum;
memperkenalian melods, venikasi alat dan instrumen bams untok
pengqupan;

k. mengusulkan peralatan/instrumen dan bahan yang dibutuhkan untuk
pengujian;

melaksanakan uji kompetens: Isboratonium,;

.melakukan kalibras: peralatan/instrumen laboratonum secara berkala;

. mengawasi polaksanaan uji aboratons produk ikan lokal dan impaor;

- melakukan swabbing di tempat produksi hasil perikanan dan unit
pengolahan ikan,

p. menyiapkan bahan laporan Balzai yang berkaitan dengan tugas Seksi

Penguijian; dan

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lugas Seksi
Pengujian.
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Bagian Kelima
sekst Pengawasan dan Pengendalian Sistem Mutu
Pasal &

Seksi Pengawnsan dan Pengendalian Sistem Mutu merupakan Satuan

Kerna Lin Balal dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sistern mulu hasil penkanan dan kelautan

Seksl Pengawat=an dan Pengendalian Sistem Mutu dipimpin oleh

seorang Kepala Seks: yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
awab kepada Kepala Bala

Seks: Pengawasan dan Pengendalian Sistem Mutu mempunyai tugas -

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Palaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. malaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai sesuai
dengan lingkup tugasnya:

C. menyusun slandar pengawasan dan pengendalian sistem mulu
pengolahan hasil perikanan;

d. melaksanakan penilaian terhadap metode, personil, alatinstrumen
dan pencatalon hasil pengujian;

e. melaksanakan venfikasi cdan validasi terhadap metode pengujian,
personil, alat/instrumen dan pencatatan hasil penqujian;

f. melaksanakan uji profisiensi;

g. melaksanakan kaji ulang manajemen mutu laboratorium,

h. malaksanakan uji coba teknologi pengolahan hasil perikanan dan
kaelautan;

i. melaksapakan audit internal terhadap sistam mutu laboratorum;

i. mclaksanakan pemeantauan lerhadap laboratorium milik unit pengelolaan
ikan,



(1)
(2)

(1

(2

(3)

k. melaksanaksn surweillance dan monitoring pada kegialan proses
produksi, pergolahan dan disinbusi;

| mealaksanakan pengawasan penerapan Hazard Analysis Critical Control
Paint (HACCF) pada proses produksi, pengolahan dan distribusi;

m. melaksanakan penilaian dan pengawasan penerapan Good Handling
Practices ((GHDP), Standard Sanitasi Operaling Prosedure (SSOP)
dan Good Distribution Practice (GDP) kegiatan penkanan;

n. melaksanakan penilaian dan pengawasan persyaratan dasar (pre
requisite program), Good Manufacturing Practice (GMP) pada unit
pangolahan can Good Laboratory Practies (GLP),

o. melaksanakan inspeks: pada unt produssipengolahan dan manaemennya
termasuk sisiem produksi, dokumen, pengujian produk, asal dan
tujuan, input t'an oulput dalam rangka melakukan verifikasi;

. melaksanakan pengawasan mutu hasil perikanan;

. melaksanakan harmonisasi sistem j2minan mutu hasil penkanan;

melaksanakzn uji coba teknologi pengolahan hasil pernikanan,

melaksanakan uj coba teknologi limbah usaha pengolahan hasil
perikanan;

t. melakukan bimbingan teknis sistem mutu dan pengolahan hasil
perikanan;

. melaksanakan pemantzuan terhadap produk hasil perkanan;

. menyiapkan zhan laporan Baiai yang berkailan dengan tugas Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Sistem Mutu; dan

w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Sistem Mutu.

TR -B -
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Bagian Keenam
Subkelompok Jabatan Fungsional
Pasal 10
Balai dapat mempunyal Subkelompok Jabatan Fungsional,

Pejabat Fungsional melaksanakan tucas dalam susunan organisasi
struktural Balai

Pasal 11

Dalam rangka mengembangkan profesikeahliankompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Balai sebagai
bagian dari Kclompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan
Pertanian, ditetapkan Kepala Balal.

Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh scorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang
berkedudukan di hawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Ketua Subkelompok Jabatan Fungsiona! sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) diangka: dan diberhentixan olsh Kepala Balai dan Pejabat
Fungsional yang dihormati dikalangan Pejabal  Fungsional sesuai
keuncgulan kompetensi (pengelabuan, keahlian dan integritas) yang
dimiliki.



(4)

(1

(2)

(3)

(1)

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabalan Fungsional Balai diatur depgan
Peraturan Guberur sebagal bagian dan pengaturan Jabatan Fungsional
Dinas Kelautan (an Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

Kepala Balai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
adalah Jabatan Struklural Eselon [Il A,

Kepala Subbagian Tala Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) adalah [abatan Struktural Eselon IV A

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9
ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bala wapb taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Kepala Balai mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkatl Daerah
(UKPD) danjatau Instansi Pemerintah/Swasta terkail, dalam rangka

meningkatkan kinera dan memperiancar pelaksanaan tugas dan fungs
Balai

Pasal 14

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional pada Balai wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip
koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi. akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

(1)

(2)

Pasal 15

Kepzala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada Balai wajib memimpin, mengoordinasikan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerna bawahan masing-masing,

Kepzala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelua Subkelompaok
Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Balai wajib mengikuti dan
mematuhi perintan kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 16

Kepala Balai, Kepale Subbagian, Kepala Scksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional padz Balai wajid mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing masing serta mengambil langkah-
langkah vyang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 17

Kepala Balai, Kepala Subbagmn Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan Pegawai pacda Balai wajib menyampaikan
laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan

pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Pasal 18

Sekretariat daerah melaiui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan

pembinaan kelermbagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap

Balai sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian.

Keteniuan kebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketotalaksanaan
dan palaporan schagaimana dimaksud pada ayal (1) diatur dengan
Peraturan Guhernur,
BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Eegawai Negen Sipll pada Balai merupakan Pegawai Neger Sipil
aerah,

wmmnmaﬂmmmmm
21 ketentuan perundang-undangan «: bidang kepegawaian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Balai mendapat pembinaan
dari Sekretaris Dacrah melalul Badan Kepagawaian Daerah berkoordinas
dengan Biro Omganisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dan Pembinaan
kepeqgawaian Dinas Ke'autan dan Pertanian.
BAB VIl
KEUANGAN
Pasal 20

Belania pelaksanaan tugas dan fungsi Bolai dibebankan pada Anggaran
Pewd'ipalan dan Eeiana Daerah

Pengelolaan belanja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesual kelentuan peraluran perundang-undangan di bidang keuangan
negaral/daerah.,



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(<)

(3)
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Pasal 21

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai
menpakan pendapatan daerah.,

Pengelolaan pendapatan sebagamana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuat ketentuan perzturan  perundang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah.

BAE IX
ASET
Pasal 22

Aset yang dipergunakan oleh Balai sabagal prasarana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan slatus kekayaan daerah yang lidak
dipisahkan.

Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kera sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan i bidang keuangzan negara/daerah dan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidong pengelolaan barang milik
negarafdaerah.

Pasal 23

Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah dan banluan dan Pihak Ketica kepada Balai dalam rangka

pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penernmaan barang
daerah.

Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan
kepada Gubemur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
selaku Pejabal Pengelo'a Keuangan Daemah sekaligus sebagai Bendahara
Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAS X
FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

Kepala Balai dibantu c'eh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha,
1 {satu) crang Kepala Seksi Pengujian dan 1 (satu) orang Kepala Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Sistem Mutu sebagai bawahan langsung.

Kepala Subbagian Tata Usaha dibaniu sebanyak-banyaknya oleh 16
%aenam belas) orang Peiabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan
nasung.

Kepala Sexsi Pengujian dibantu sebanyak-banyaknya oleh 30 (tiga puluh)
orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.



(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(1

(2)
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Kepala Seksi Pongawasan dan Pengondalian Sistem Mutu dibantu
sebanyak-banyaknya oleh 20 (dua puluh) orang Pejabat Fungsional
UmumiTertentu scbagar bawahan langsung.

Rincian formasi jabalzn sebagaimana d'maksud pada ayal (2). ayat (3)
dan ayal (4) schbagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Gubernur ini.
Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi
acuan pengajuan kebutuhan Pegawai Balal.

Pasal 25
Standar pelayanan kena minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il Peraturan
Gubernur ini.
Standar peraiatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Balai.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26
Balal menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester,
triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waklu kepada Kepala Dinas.
Laporan sebagamana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi
laporan ;
a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai,
b. keuangan;
c. kinarja;
d kebutuhan, kekurangan dan kelebihon barang atau prasarana dan

sarana kerja,

e. akuntabilitas; dan
f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Balai mengembangkan sistem pengendalian

internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan
Pertanian

BAB Xl
PENGAWASAN
Pasal 28

Pengawasan terhadap Balai ditaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyzi tugac memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pemeriksa interna! pemerintah, dan

c. Inspekiorat.



BAB Xl
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 29
Pada saat Peraturan Gubermur ini mulal berlaku, maka Keputusan Gubermnur
Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentulian Organisasi dan Tata Kena
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinzs Petemakan, Perikanan dan

Kelautan Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKATA JAKARTA, &

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 7010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

#A

MUHAYAT
MIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOCMOR 1434
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Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

2010

Lampiran )| -
Ibukata Jakaria
Momor 138 TAHUN
Tanggal 13 Juli 2010

FORMASI JABATAN PADA BALA! PENGUJIAN MUTU
DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

MNama Jabatan

Kepala Balai

Jumlah

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pranata Komputer

|
Eselon

| = §1 Perikanan

- Diklat Kepemimpinan Tk Il
Dikiat Teknis Penikanan
Diklat Sistem Manajzmen Mutu
17025:2005
Diklat Manajemen Perkantoran
Diklat Manajemen Keuangan

S1 Perikanan/Humaniora

Diklat Kepemimpinan Tk. IV
Diklat Teknis Perikanan

Diklat Sistern Manajemen Mutu
17025:2005

Diklat Administrasi Perkantoran
Diklat Administrasi Kepegawaian
Diklat Pengelolaan Keuangan
Dacrah

- Diklat Pengadaan Barang dan
Jasa

D il Administrasi

Diklat Adminisirasi Perkantoran
Diklat Satminkal/Kearsipan
Dikiat Komput

D 1l Komputer
| - Diklat Administrasi Perkantoran
Diklat Komputer Perkantoran

Petugas Perpustakaan

D 1t Hlmu Sosial
Diklat Perpustakaan
Dikiat Komputer

Pengadministrasi
Kepegawaian

A

g r—

IVIA

- DIl Administrasi

- Diklat Administrasi Perkantoran
- Diklat Kepegawszian

Dikiat Komputer




Syarat Pendidikan

D il Administrasi

| - Diklal Bendahara Barang

- Diklat Komputer

- Dikiat Pengadaan Barang dan

Jasa

- D NI Teknik

- Dikiat Sistem Mutu
- Dikiat Keteknikan
- Diklat tentang IPAL

e ——, ——,

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

—_—

Pembantu Bendahara

Bendahara Penerimaan

—_— e —

Bendahara Barang

. Eselon

- D Il Pesikanan/Biolog:
- Diklat Teknis Perikanan
= Diklal Sistem Mutu

- S§1 EkonomiManaspemen/Akuntansi
- Diklat Adminisirasi Keuangan
Diklat Perencanaan

Diklal Komputer

‘ - DIl Akuntansi®fanaiemen

- Diklat Bendaharawan
- Dikiat Kompuler

- DI Akuntansi'Manaiemen

| - Diklat Bendaharawan
| - Dikial Komputer

- DIl AkuntansiManajomen
- Diklat Bendaharawan
- Diklat Komputer

Dl limu Sosial
Diklat Bendahara Barang
Dikiat Pengelolaan Asst

Jasa

Dikiat Pengadaan Barang dan

- SMA/Sederajat
- Dikiat Arsipans

SMA/Sederajat
Dikiat Montir




No. Nama Jabatan | Syarat Pendidikan ‘ Eselon | Jumlah
B ik SE.
3. | Kepala Seksi Pengujian S1 Parikanan } VA 1
| - Dikiat Kepemimpinan Tk. IV
| - Dikiat Teknis Porikanan
Diklat Sistern Manajemen Mutu |
17025:2005
S |
Pengadministrasi Pengujian - D il llmu Sosial 2
- Dikiat Administrasi Perkantoran
- Diklat Komputer
- = — e _ _
Penyelia Laboratorium Kimia | - D Ill Kimia/Perikanan 1
- Diklat Teknis Perikanan
Analis Laboratorium Kimia - D Il Kimia/Perikanan 8
| - Diklat Teknis Perikanan
|
Penyelia Laboratorium | - D 1li Biologi/Perikanan 1
Mikrobiologi ‘- Diklat Teknis Perikanan
. TS M e I
|
Analis Laboratorium - D Ill BiologifPerikanan 6 |
Mikrobiologi I - Diklat Teknis Perikanan !

- T R - = = .
Penyelia Laboratorium - DIl Perikanan 1
Organaolaptik [ - Diklat Teknis Perikanan

| e o,
|| ‘ ‘I
Analis Laboratorium | - DIl Kimia/Biolog ~ | 6 |
Organclaptik - Diklat Teknis Petikanzan ‘
— . N—
: I
Petugas Instalasi Pengolah | - D Ill Teknik Linakungan/Kimia | 2
Limbah | - Diklat Teknis Perikanan
! - Diklat Teknik Amdal
Petugas Prasarana dan| - D ! Umum 3
Sarana | - Diklal Komputer
|
| Jumlah - B - B 31
| il ! -
4. Kepala Seksi Pengawasan - S1 Perikanan/Biclogi/Kimia IV/A 1
dan Pengendalian Sistem | - Dikiat Kepemimpinan Tk. IV
Mutu - Dikiat Teknis Perikanan
] - Diklat Sistem Manajemen Mutu
‘ 17025:2005
L |




—— —_— —_— —

No. 1| Nama Jabatan , Syarat Pendidikan Eselon  Jumlah
Pengadministrasi Pengawasan | - D 1I! Umum 2
dan Pengendalian Sistem Mutu -~ Dikiai Teknis Perikanan
|- Diklat Komputer
Pengawas Perikanan Bidang - D |l Penkanan 18
Pengawasan Mutu Hasil - Dikiat Fungsional & Bidang
Perikanan Pengawasan Perikanan
- Diklat Sistem Manajemen Mutu
17025:2005 |
[Jumiah o o 21
Total o - 70

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA,

FA WO



Lampiran 11

Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

138 TAHUN 2010
13 Juli 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA BALAI PENGUJIAN MUTU
DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Peraturan Gubemur Provinsi Dacrah Khusus

——— — — gE——
No. Nama Jabatan Peraleian Kerja i Jumiah
| KepalaBalai | Minibus | 1 [ unit
, Notebook 1| uni
Telepon 1 | buah
White Board . 1 | buah
. Filling Kabinet o 1 | buah
" I | Kepala Subbagian Tata Usaha | Notebook 1 | unt
- Printer - 1 | unit
o Telepon -1 | buah
White Board 1_| buah |
. o | Filing Kabinet ) 1_| buah |
1 Penga_cimnnistmi Umum | Komputer - - - T | unit |
- o Printer 1 unit
4 lTelepon __ |1 | bush
[ S, [ Fax = 1 ] unt
 MesinKelk |1 | buah
e Filling Kabinet 1 | buah |
2 | Pranata Komputer [Komputer 1 | unit |
1 - B Printer 1 | unit
= Telepon — _ 1 1 | buah
S Filling Kabinet _ 1 1 ] buah |
| 3 |Petugas Perpustakaan | Komputer | 1 [ unit |
| Pnnter o . 1 | unit
| Peralatan Kerja Teknis | )
_Filing Kabinet 1| buah |
4 |Pengadministrasi | Komputer 1| umt
Kepegawaian Printer i 1 | unit
. |MesinAbsensi 1_| unit
Mesin Ketik 1 _| buah
I " T'Fiing Kabinet 1| buah |
5 | Pengurus Rumah Tangga | LCD Projector 1 | unit_|
M LAl
D Scraen/layer 1 | unit
— — N1 1] sob
| Filling Kabinet 1 | buah




MNama Jabatan

: : !
No. Peralatan Kerja “ Jumiah |
| | & |Potugas Mekankdan  poralatan Kena Teknis |
| Elekirikal Filling Kabinet 1 | buah
7 | Pelugas Pengambil Contoh | Komputer 1 unft
Printer B 1 | unit |
| Peralatan Kera Teknis |
o Filling Kabinet 2 | buah
us e i =]
8 | Pengelola Keuangan Komputer L 1 | unit
| Prnter o 1 | unit
| Kalkulator 1 | buah
. | Mesin Hitung 1 buah
_ | Mesin Penghancur Kertas 1 | unit
o Telepon 1 | buah
Filling Kabinet 1 | buah
' 9 Bendahara Pengeluaran Ko 1 unt
Pembantu j_P?ﬁ::Er__ - 1 | unit
N ' Kalkulator B 1 | buah
Mesin Hitung 1| buah
o Brankas | 1 | buah]
> ) _ |FilmgKabinet | 1 | buah
10  Pembantu Bendahara Komputer 1 unit
- Pm_r!«_t-:r 1 unit
Kalkulator 1 | buah |
Mesin Hitung 1 _| buah
i B | Filhng Kabinet 1 | buah
11| Bendahara Penerimaan | Komputer 1 | unit |
| Pembantu o Printer - 1 | unit |
b Kalkulator 1 | buah |
. Mesin Hitung 1 | buah |
. - Brankas 1 | buah
— Filling Kabinet 1 | buah |
12 | Bendahara Barang Komputer 1 unit
_| Printer 1 unit |
B Kalkuiator 1 | buah |
|MesinHtung 1 | buah |
. B Filling abinst i 1 | buah




- —_———= = — ———

Nama Jabatan ' Peralalan Kerja

Jumiah
13| caraka __ | Sepada Motor _ IEN _ynit
T " [ Fiting Kabinet . 1_| buah
H‘W B __Kandama;lOp&mmI - 2 | unt
ToolKit 2 | set
| o FilingKabinet 1 buah
| Kepala Seksi Pengujian Komputer 1] it
Printer 1 unit
Telepon N 1 | buah
White Board 1 | buah
Filling Kabinet | 1 | buah
| 1 | Pengadministrasi Pengujian | Komputer _ L] it
=2 =3 . | Printer 1 | unit
[ Telepon 1_| buah
Filling Kabinet | 2 | buah
"2 | Penyelia Laboratorium Komputer 1 | unit
Kirnia Printer 1 | unit
| Peralatan Kena Teknis |
i | ___ |FilingKabinet | 1 |buah |
| 3 | Analis Laboratorium Kimia __ Komputer 4 | unit
| Printer i 4 | unit
i -  Peralatan Kerja Teknis -
- - _ | Filling Kabinet | 8 | buah
| |
4 Penyela Laboratorium | Komputer 1 | unit
Miiobcog) ________ |Pdoler 1| unt |
' . Peralalan Kerja Teknis
Filing Kabinet 1 | buah
|5 | Analis Laboratorium Komputer 3 | unt_
Mlkmb’mlﬂg’l — Pnntﬂ; e 3 unit |
Peralatan Keria [ eknis i
Filling Kabinet 6 | buah
6  Penyela Laboratorum Komputer 1 | unit
Organolaptik Printer - 1 | unit
. = Peralatan Kerja Teknis — _
| Filling Kabinet 1_| buah
7 | Analis Laboratorium | Komputer 3 | unit |
Drgannlapt_ik Printer _ 3 unit
PeralatanKerjaTekms | | |
[ _| Filling Kabinet 6  buah
1 | _ |




o m— —
f No. Nama Jabatan Paralatan Kerja Jurniah_
77| 8 [Petugas Instalasi Pengolah | Komputer 2 | unit
Limbah 'J'I'Il'ﬂﬁ" - - o | 2 unit
- S Pamlatan Keqa Teknis .
S e  Filling Kabinet — 2 | buah
9 Petugas Prasarana dan “THHE:“‘KEF; _'f_k;“‘-__ ___ 1 | unit
| | |Seeme  [FitingKabinet 3| buah
1] Kepala Seksi Pengawasan dan | Komputer o = unit
Pengendalion Sem Mt [prter | unit_
| Telepon B 1 | buah |
. White Board 1 | buah
b= Filling Kabinet .1 ' buah
1 | Pengadministrasi Penga- | komouter 1| unit
wasan dan Pengendalian Pnn__t%r 1 | unt
L | S Telepon = 1_| buah
. Filling Kabinet 2 | buah
2 Per lga'ﬂ_ﬂﬁ- Perikanan Kompm.&r - - - | unit
Bidang Mutu Hasil = i =
Perikanan Printer L 3 | unit -i
- Peralatan Keqa Teknis ‘|_ ]
L ekl 5_| buah
| S NN [ B L I E——
3 _Pengawag Sistemn Mutu Kumr:l_ler == 1.3 | unit
Hasil Perikanan Printer S T
I - PeralatanKerjaTeknis | |
| ‘ftﬂugg_liab_n-_:l - 3 | buah
4 | Petugas Bimbingan Mutu | kamy IR :
dan Hasil Perikanan 'p'zg'gﬂﬁ_ m=———— “—%' —umnﬂi—
T A T ~_Peralaian Kerja Teknis. ;
__ | Filing Kabinet | 3 | buah |
|5 |Pengawas Mutu Produk =~ | I-E_r:rmp__:ter o A | unik
LJE - Pmonter 1 unit
e = B . Peralatan Ke-ﬁla Teknis
L - | Filing Kabinet 4 | buah
6 | Pengawas Laboratorium ___-t__c;nﬁe; o 3 | unit
o Printer B 1 | unit
_| Peralatan Kerja Teknis
l ] _| Filling Kabinat N 3 | buah

GUBERNUR PRGVINS! DAERAH KHUSUS
IBUK@TA JAKARTA,




